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ABSTRAK

PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA KASUS KORUPSI MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 11

A KOTA BENGKULU)
Oleh : Arma Yunita NIM 1611150103

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini : pemberian remisi narapidana kasus
korupsi menurut peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 ditinjau dari hukum
islam (studi di lembaga pemasyarakatan kelas 1l A Bengkulu? bagaimana
pandangan Hukum Islam dengan Pemberian Remis Narapidana Korupsi di
lembaga Pemasyarakatan kelas I1A Bengkulu ? Penelitian ini bermaksud untuk
menganalisis tentang implementasi pemberian remisi berdasarkan Peraturan
pemerintah nomor 99 tahun 2012 khususnya narapidana kasus korupsi dengan
metode penelitian empiris (fieldresearch) berhubungan dengan objek penelitian
dengan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan
dokumentasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Bentiring Kota
Bengkulu, serta dikombinasikan dengan penelitian normative tentang pandangan
islam atas pemberian remisi tersebut

Setelah di lakukan Penelitiam di temukan bahwa Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Remisi Bagi Narapidana Korupsi Studi di Lembaga pemasyarakatan kelas I1A
Kota Bengkulu. hasilnya banyak menuai kendala dan polemik, diantara para
petugas lembaga pemasyarakatan yang kesulitan untuk mengimplementasikan
persyaratan remisi tersebut karena apabila narapidana tidak koperatif bekerja sama
dengan petugas membongkar kasus korupsi lainnya (justice collaborator)
narapidana tersebut tidak akan pernah mendapatkan remisi dan harusnya
Pemberatan hukuman bagi narapidana itu di pengadilan yaitu hukuman vonis
pengadilan bukan di syarat dan tata cara memperoleh remisi Sedangkan Hukum
Islam memandang bahwa islam sangat menghargai dan menghormati orang yang
bertaubat hingga apabila seorang telah melakukan tindak jarimah lalu ia
mendapatkan hukuman takzir yang dalam menjalankan hukuman tersebut terdapat
banyak perubahan dan perbaikan hingga mendatangkan mashlahat untuk dirinya
sendiri maupun orang lain maka islam berpandangan wajib untuk di beri
pengampunan salah satunya pemberian remisi khususnya kepada pelaku kejahatan
rasuah/suap atau korupsi.

Kata Kunci :,Narapidana, Korupsi, Hukum Islam

viii



ABSTRACT

PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA KASUS KORUPSI MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 11

A KOTA BENGKULU)
Oleh : Arma Yunita NIM.1611150103

There are two things that are studied in this thesis: (1) How is the implementation
of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Remission of
Corruption Prisoners in the Bentiring Prison in Bengkulu City? What is the view
of Islamic Law with Remission for Corruption Prisoners in the Bentiring Prison in
Bengkulu City? This study intends to analyze the implementation of remission
based on government regulation number 99 of 2012, especially corruption
convicts with the empirical research method (field research) related to the object
of research with data collection methods, namely observation, interviews and
documentation conducted at the Bentiring Penitentiary in Bengkulu City , and
combined with normative research on the Islamic view of the remission

After conducting the research, it was found that the Implementation of
Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Requirements and
Procedures for Granting Remissions for Corruption Prisoners Studying in Class
A Correctional Facilities in Bengkulu City. The result is that there are many
obstacles and polemics, among prison officials who have difficulty implementing
the remission requirements because if the prisoner is not cooperative with officers
to uncover other corruption cases (justice collaborator) the prisoner will never get
a remission and should be punished for the convict. in court, namely the court
verdict is not on the terms and procedures for obtaining remission.While Islamic
law views that Islam really appreciates and respects a person who repents so that
if a person has committed an act of fingertips then he gets a takzir sentence which
in carrying out the sentence there are many changes and improvements until To
bring mashlahat for himself and others, Islam has the view that it is obligatory to
be given forgiveness, one of which is the provision of remissions, especially to the
perpetrators of crimes of corruption / corruption.

Keywords:, Prisoners, Corruption, Islamic Law
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Hirarki perundang-undangan untuk melaksanakan suatu
undang-undang harus dibuat aturan pelaksanaannya seperti peraturan
pemerintah.’ Khususnya dalam penelitian ini bahwa Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga
binaan pemasyarakatan agar dapat menjalankan Amanat dari undang-undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Seperti diketahui bersama
bahwa dalam sistem pemasyarakatan itu sendiri melarang adanya perlakuan
dan pelayannan Diskriminatif terhadap narapidana. Sedangkan apabila
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dapat ditemui
adanya perbedaan mekanisme untuk memperoleh Remisi khususnya
narapidana Korupsi dengan narapidana lainnya.

Pengaturan syarat pemberian hak remisi dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pengaturan syarat pemberian hak
sebagaimana tersebut diatas yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor
99 Tahun 2012 dianggap bertentangan karena substansinya yang terdapat
dalam beberapa pasal Peraturan Pemerintah tersebut merupakan norma baru

yang dapat dikatakan bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi

' Mohammad. Ryan Bakry, “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good

Governance Di Indonesia”, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), h. 2



Undang-Undang Pemasyarakatan. di dalam sistem pemasyarakatan itu sendiri
melarang adanya perlakuan dan pelayanan diskriminatif terhadap narapidana.
Sedangkan apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012 dapat ditemui adanya perbedaan mekanisme pemberian hak bagi
beberapa narapidana dengan latar belakang tindak pidana khusus.Dalam
penelitian ini penulis menganalisis bagaimana mekanisme syarat dan tata cara
pemberian remisi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas Il A
bengkulu karena semakin maraknya kasus tindak pidana korupsi yang saat ini
menurut data ICW menjadi kasus nomor 2 terbanyak di provinsi bengkulu
selain kasus narkoba dan lain lain , dan juga dalam pemberian remisi
narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas Il A bengkulu tersebut
bahwa Pemberian Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi
memiliki syarat tambahan dan semua lembaga pemasyarakatan di indonesia
wajib menerapkan syarat tersebut pada peraturan pemerintah nomor 99 taun
20212 pada pasal 34A dan penerapan nya bukan semata- mata diberikan
namun juga harus melengkapi persyaratan yang telah tercantum dalam
Keppres Rl No 174 tahun 1999, yang pada umumnya syarat mendapatkan
remisi tersebut adalah harus menjalani masa pidana 6 bulan, dan selama 6
menjalani masa 6 bulan tersebut narapidana korupsi harus berkelakuan baik.
Dalam hal berkelakuan baik semua warga binaan pemasyarakatan diawasi
oleh petugas dan juga sesama temannya, dengan syarat yang demikian maka
bagi pelaku tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah seperti yang

difikirkan oleh masyarakat seperti diketahui, bahwa penegakkan hukum



berhubungan erat secara simultan dengan pelaksanaan hukum atau regulasi
yang ada termasuk juga Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012
khususnya tentang pelaksanaan atau operasionalisasi pemberian remisi untuk
narapidana korupsi.

\Dapat dilihat secara jelas bahwa munculnya revisi Peraturan
Pemerintah pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang terakhir ini
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan suatu bentuk
diskriminasi bagi masyarakat dan narapidana.

Idealnya apabila dilakukan revisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2006 dengan munculnya peraturan yang baru yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, maka peraturan inilah yang dijadikan
acuan agar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Artinya dalam
pelaksanaan pembinaan warga pemasyarakatan harus memenuhi asas-asas
sistem pembinaan pemasyarakatan.? Sehingga antara satu peraturan dengan
peraturan lain harus harmonis dan tidak bertentangan antara satu dengan yang
lainnya. Pembatasan dan pengetattan pemberian remisi juga bertentangan
dengan pasal 28 J uud Tahun 1945 yang berbunyi

Pasal 28 J
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil

% Berlian Simarmata, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan teroris”,
Jurnal Mimbar Hukum, Vol 2, Oktober, 2011 , h.509.



sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Undang-undang tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai Syarat-
syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana. Pada pelaksanaannya
pemberian hak tersebut kemudian diatur salah satunya dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Untuk itu harus terdapat sinkronisasi
antara aturan yang ada dengan aturan lebih lanjut yang mengaturnya.
Sehingga perubahan syarat pemberian hak menjadi sejalan dengan maksud
dari diberikannya hak remisi, asimilasi, ataupun pembebasan bersyarat bagi
narapidana tindak pidana khusus dalam Undang-undang tentang
Pemasyarakatan.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak
bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat
pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga
memberikan reward sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program
pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan,
%sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga
binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang
pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh
masyarakat sekitarnya sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif

sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

* Mosgan Situmorang, “Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi”,
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16, No. 4, 2016, h. 3.



Mengingat Pada pasal 27 Undang Undang Dasar yang memberikan
hak konstitusional yakni semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum
tanpa terkecuali,sekalipun itu Narapidana korupsi. Dan juga dalam Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 5 tentang pemasyarakatan BerAsas kan
“persamaan perlakuan dan pelayannan” dan pada pasal 14 mengatakan bahwa
narapidana berhak mendapatkan remisi , tetapi pada fakta empirisnya untuk
mendapatkan remisi narapidana kasus korupsi mendpatkan persyaratan
tambahan dan diperketat yang menuai polemik untuk dilaksanakan dan
menimbulkan bentuk perlakuan diskriminatif yang merugikan narapidana
korupsi.

Pada dasarnya setiap narapidana berhak mendapat remisi asal
memenuhi Syarat-syarat tertentu yang berdasarkan undang- undang. Terkait
dengan remisi, ketentuan mengenai Menteri dapat memberikan remisi kepada
narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana
sebagaimana disebutkan sebelumnya dirasa cenderung ada pertentangan
dengan hukum vyaitu kesamaan di muka hukum itu sendiri. Hal tersebut
karena bertujuan untuk menghindari adanya bentuk diskriminasi perlakuan
atas dasar latar belakang tindak pidana.*

Dari persoalan tersebut di atas secara keseluruhan regulasi tentang
pemasyarakatan narapidana secara implicit di atur dalam Undang — Undang

nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang untuk melaksanakannya

% Chaerudin, et al., Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,
(Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 21



di buatlah peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 yang kemudian di ganti
dan menjadi tajuk persoalan penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan
pemasyarakatan yang memuat pemberian remisi , salah satunya narapidana
korupsi yang mendapatkan persyaratan tambahan.

Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika,
psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak
asasi manusia yang berat, serta kejahatan transasanasional terorganisasi
lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan antara lain:

1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan
tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika,
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia
yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus
memenuhi persyaratan:

a) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
b) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan
putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan
tindak pidana korupsi; dan
c) telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh
LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta
menyatakan ikrar:
a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara
tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara
tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana
karena melakukan tindak pidana terorisme.

2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan
prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun.



3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 34B

1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh
Menteri.

2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat
(1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari
menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan
pertimbangan dari Menteri.

4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Agaknya syarat syarat tersebut menuai polemik jika mengingat
bahwa dalam hukum ada asas kesamaan di muka hukum karena banyak para
pengingkar tata tertib hukum yang juga menjadi narapidana harusnya juga di
perlakukan sama meskipun kasus korupsi adalah suatu tindakan yang
menggerogoti sendi sendi dan menghambat cita cita bangsa menuju negeri
yang makmur dan sejahtera asas kesamaan di muka hukum yang dimaktub
dalam UUD pasal 27 ayat 1.°

Dalam hukum ada asas kesamaan di muka hukum karena banyak
para pengingkar tata tertib hukum yang juga menjadi narapidana harusnya
juga di perlakukan sama meskipun kasus korupsi adalah suatu tindakan yang
menggerogoti sendi sendi dan menghambat cita cita bangsa menuju negeri
yang makmur dan sejahtera asas kesamaan di muka hukum yang
dimaktubdalam UUD pasal 27 ayat 1.

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

> UUD pasca amandemen ke 4 pasal 27 ayat 1



tidak ada kecualiya. Hal tersebut di perkasai dengan sikap diskriminatif
yang juga di tentang oleh hukum dasar di dalam hidup bernegara yaitu
dinisbatkan dalam pasal 28 | ayat 2.

2. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu
Meskipun berkenaan dengan yuridis itu sangat penting untuk di bahas

dalam hal ini penulis akan menganalisis bagaimana mekanisme dan penerapan

pemberian remisi yang dengan syarat-syarat yang berbau diskriminatif itu di

terapkan khususnya narapidana korupsi ,apakah ada narapidana korupsi yang

di beri remisi dengan memenuhi syarat syarat itu, apalagi syarat yang

mengharuskan untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk membongkar

kasus korupsi lainnya, bagaimana dengan kedudukan narapidana tersebut
apabila ia memberi kesaksian tentang peristiwa korupsi lainnya , bisa jadi

kisruh dan rusuh yang kerap terjadi di Lembaga pemasyarakatan khsuusnya di

kota Bengkulu salah satunya disebabkan ada perlakuan diskriminasi tersebut,

serta bagaimana dengan syarat syarat lainnya apakah narapidana cukup
koperatif dan mampu terbuka untuk memenuhi syarat syarat untuk
mendapatkanm remisi atau pengurangan masa pidana, maka dari itu penulis
sangat tertarik untuk menganalis bagaimana Penerapan Pemberian Remisi
Bagi Narapidana Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2012 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga pemasyarakatan

kelas 1l Bengkulu).

B. Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya,

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.

Bagaimana Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi
Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Ditinjau dari
Hukum Islam (Studi di Lembaga pemasyarakatan kelas 11A Bengkulu)?

Bagaiamana Analisis hukum Islam tentang pemberian remisi bagi

narapidana korupsi?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di batasan masalah penelitian ini adalah :

1.

2.

Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Ditinjau dari Hukum Islam
(Studi di Lembaga pemasyarakatan kelas 1A Bengkulu).

Analisis hukum Islam tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian antara lain :

1.

Untuk mengetahui Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus
Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Ditinjau
dari Hukum Islam (Studi di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA
Bengkulu).

Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang pemberian remisi bagi

narapidana korupsi.

E. Kegunaan Penelitian

1.

Secara Teoritis
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Tata Negara
(siyasah), tentang Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus
Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Ditinjau
dari Hukum Islam (Studi di Lembaga pemasyarakatan kelas 1A Bengkulu
serta perspektif hukum Islam tentang pemberian remisi bagi narapidana
korupsi.

2. Secara Praktis

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi
khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah mengenai Implementasi
Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 Tentang Implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Ditinjau dari Hukum
Islam (Studi di Lembaga pemasyarakatan kelas 1A Bengkulu serta
tinjauan hukum Islam tentang pemberian remisi terhadap narapidana
korupsi.

b. Menjadi salah satu referensi bagi pembangunan dan pengetahuan
hukum kepada praktisi dan akademisi hukum tentang Implementasi
Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 Tentang pemberian remisi
narapidana korupsi khususnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1l A
Bengkulu serta tinjauan hukum Islam tentang pemberian remisi

terhadap narapidana korupsi.
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c. Menjadi suatu rujuankan atas suatu kegiatan akademis seperti Seminar,
wordshop, diskusi mahasiswa tentang fakta empiris yang terjadi
dengan para narapidana khususnya para narapidana korupsi di

Bengkulu dalam mengurusi proses pemberian remisi.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan
penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang pemberian remisi.
Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu
dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek
bahasan. Skripsi yang disusun oleh suhartini dengan judul “pemenuhan hak
memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika
(Studi di Rumah Tahanan Klas Il B Watansoppeng Tahun 2011-2016)”,
skripsi tersebut membahas bagaimana proses serta mekanisme pemenuhan
hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan
narkotika®, perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian ini ialah
penulis suhartini menguraikan bagimana proses pemberian remisi untuk
narapidana narkoba sedangkan penulis menguraikan bagaimana mekanisme
dan pelaksanaan pemberian remisi untuk narapidana korupsi dan juga penulis

penelitian ini fokus bagaimana pelaksanaan atau operasional dari Peratuan

SA.Suhartini, “Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Rumah Tahanan Klas Il B Watansoppeng Tahun 2011-
2016)”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2017).
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Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 sedangkan penulis Suhartini focus pada
pelaksanaan hak tanpa terikat dengan dasar yuridis seperti Peraturan
Pemerintah yang dalam penelitian ini menjadi objek primer penelitian dan
juga penulis Suhartini tidak menggunakan variable hukum islam sebagai pisau
analisis sedangkan penulis penelitian ini selain meneliti aplikasi dari Peraturan
Pemerintah juga di sertai dengan pandangan hukum islam tentang pemberian
remisi.

Selanjutnya skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi
Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1a Makassar " skripsi
ini ditulis oleh Agung Purwanto yang menganalis dalam sudut pandang
yuridis terkait pemberian remisi terharap narapidana di Lembaga
pemasyarakatan kelas | A di Makassar.’

Perbedaan fundamental antara penelitian ini dengan penelitian Agung
Purwanto diatas ialah terletak di metode penelitian yaitu jenis penelitian,
Agung Purwanto menggunakan jenis penektian normative karena ia mencari
bagaimana tinjauan yuridis dari pemberian remisi sedangkan penulis
menggunakan jenis penelitian empiris-sosiologis dengan melakukan penelitian
langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kota Bengkulu terkait dengan
implementasi Peraturan Pemerintah, kemudian perbedaan lainnya yaitu
terletak pada focus kajian, apabila penulis agung purwanto masih menjadi

bagaimana tinjauan yuridisnya, penelitian ini sudah focus untuk melihat fakta

" Agung Purwanto, “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di
Lembaga Pemasyarakatan Klas | A Makassar”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Alauddin, Makassar, 2012).
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empiris dari penerapan yuridis yang mengatur tentang Remisi untuk
narapidana dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012,
dan terakhir Penulis menggunakan variable hukum islam sebagai pisau
analisis sedangkan penulis agung hanya menelisik variable hukum positifnya
saja. Penelitian terdahulu digunakan penyusun untuk bahan rujukan serta
memberikan penegasan pada perbedaan yang akan penyusun angkat dalam

skripsi ini.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis dan
sekaligus juga di lakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu
penelitian terhadap hukum di masyarakat yang pada hakekatnya
merupakan dari penelitian sosial. Dengan demikian, maka penelitian ini
disebut juga dengan social-legal-reseach, yaitu penelitian sosiologi hukum
yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai
praktek/penerapan hukum di masyarakat.

Pendekatan yuridis sosiologis yang di maksud adalah bahwa
pendekatan penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan
ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di
timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau
instansi dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak

lepas dari unsur normatif, karena aparat pemerintah telah melaksanakan
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tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan
yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden
peraturan menteri dan sebagainya. Penelitian normatif dilakukan oleh
pejabat, para petugas di LAPAS sedangkan penelitian sosiologis di
lakukan sebagai timbal balik akibat yang di timbulkan terhadap pemberian
remisi dalam kehidupan narapidana. Dengan demikian penelitian ini
merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu bahwa penelitian ini
dilakukan di kantor atau instansi yaitu di Lembaga Pemasyarakatan kelas

I1A Kota Bengkulu.

. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2019
sampai dengan Januari 2020. Lokasi Penelitian di lembaga
pemasyarakatan kelas IlIA Kota Bengkulu. Alasan mengapa penulis
mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, dan
juga secara ilmiah lembaga Pemasyarakatan adalah tempat peraturan
pemerintah itu di terapkan karena Peraturan Pemerintah tersebut mengatur
suatu distrik yuridis oleh kementrian hukum dan HAM yang dalam hal ini
yaitu lembaga Pemasyarakatan, alasan ilmiah lainnya ialah penulis juga
menginginkan dan membutuhkan suatu informan yang memang secara
psikologi dan dampaknya memang berkorelasi langsung dengan penerapan
Peraturan Pemerintah tersebut tentang bahwa mekanisme pemberian
remisi untuk narapidana koruptor menurut Peraturan Pemererintah nomor

99 tahun 2012 serta implementasi Peraturan Pemerintah 99 tahun 2012
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tang pemberian remisi narapidana koruptor ditinjau dari hukum Positif

hukum Islam (studi di lembaga pemasyarakatan kelas Il A Kota

Bengkulu).

Subjek/ Informal Penelitian

Penelitian yang digunakan jenis empiris, yaitu penelitian hukum

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif

secara in action pada setiap peristiwva hokum tertentu yang terjadi

dim

a. |

asyarakat. Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:
nforman Kunci (key informan)

nforman kunci dalam penelitian ini adalah petugas Lembaga

pemasyarakatan yang mempunyai wewenang dalam mengurusi proses

pemberian remisi terhadap terpidana korupsi.

No Nama Struktur
Bambang Suryanto, A.Md. IP, SH. KASI BINADIK
Best Victor Fashroza, SH. KASUBSI REGTRASI
b. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah suatu LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) yang ada di Bengkulu khusus yang juga
mengawal dan mengawasi pelaksaaan hak hak narapidana korupsi dan
informan yang kedua yaitu narapidana kasus korupsi itu sendiri yang

akan di gali proses empiris terhadap pemberian remisi tersebut.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a.

Sumber Data
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Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat
dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik
dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan
dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini, yaitu :

1) Sumber Primer
Data primer merupakan data yang terdiri atas peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu, Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian remisi narapidana.
2) Sumber Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan
kepustakaan yang terdiri atas buku-buku (textbook) yang ditulis
para ahli hukum yang berpengaruh (de hersendee leer), jurnal-
jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan
dengan topik penelitian skripsi ini.
b. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini merupakan studi lapangan, maka teknik
pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang
didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara interview

(wawancara), yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan
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sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan

langsung peneliti terhadap objek yang diteiti.

1) Observasi yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana
peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan
dengan objek penelitian.akan dilaksanakan kisaran pada awal
Maret sampai awal April 2019.

2) Wawancara, adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu,
percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada
sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang
berkaitan erat dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi yaitu suatu aktivitas untuk mengabadikan suatu
momen pelaksanaan dalam penelitian ini, dokumentasi juga
merupakan salah satu alat bukti dari keempirisan dari suatu
penelitian.

5. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya
adalah menganalisis data.Teknik analisis yang digunakan adalah metode
pendekatan deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau

menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan
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seperangkat data yang lain.® Pendekatan ini juga sering disebut analisis
dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.
H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam
bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan
suatu masalah yang diteliti adapun sistem penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab 1. Yang berisi tentang pendahuluan : latar belakang, rumusan masalah,
Batasan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian
dan sistematika penulisan.

Bab Il yang berisikan tentang landasan teori : yaitu pisau analisis yang
berisi teori teori tentang pembahasan masalah guna membantu dan menjadi
pondasi penelitian.

Bab 11l yang berisikan informasi gambaran umum objek penelitian.

Bab IV yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V berisikan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Daftar pustaka.

®Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), h. 38
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LANDASAN TEORI

A. Teori Pemidanaan
Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:
1. Teori Relatif atau tujuan (doeltheorien)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan
suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau
melainkan juga ke masa depan. Pemidanaan harus ada tujuan lebih jauh
dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar
untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan
tertentu yang bermanfaat.’

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana
untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori
perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak
ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan,
karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semangkin
bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya
kejahatan.

2. Teori Absolut atau teori pembalasan (Vergeldingstheorien)
Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak

pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai.

°Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, h.28.
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Adanya pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori
ini, pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan kejahatan
atau tindak pidana.Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah
untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya
adalah skunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang
menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia di pidana
lebih berat.

. Teori gabungan (verenigingsthrorien)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula
yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur
pembalasan dan prefensi seimbang.

a. Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh
Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada
pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain
tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa
pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan
saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan
pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

b. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan
keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi yang
berguna bagi masyarakat. Dasar pidana ialah penderitaan yang
beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang di lakukan oleh

terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya
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perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat di ukur, di tentukan

oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh

Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang

mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi

maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana
mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

. Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib

masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang di

timbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang

seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya di jatuhkan
terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang di lakukan secara sukarela.

Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan.Tujuan

pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan

KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu :

1) Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma
hukum demi pengayoman masyarakat.

2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian
menjadikannya orang yang baik dan berguna.

3) Menyelesaikan konflik yang di timbulkan olah tindakan pidana
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat.

4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP
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tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang
luas. Meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat
dan pembebasan rasa bersalalah terhadap terpidana.
B. Konsep Pemasyarakatan
Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham dan keraguan tentang
apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, dan akibatnya nampak sekali
dalam pelaksanaannya. Sebagian pelaksaan dalam gerak usahanya
mengidentikkan pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-
kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana, sebagian pelaksanaan
mewujudkan pemasyarakatan sebagai fase behandeling (perlakuan) terkabhir,
sebagian lagi menyamakan pemasyarakatan itu dengan resosialisasi.*
Perbedaan tafsiran tentang pemasyarakatan itu sebagai akibat dari
pengaruh-pengaruh yang telah berkarat dalam pikiran liberal. Menurut sudarto
istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan
pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia,
dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang
digunakan itu sebenanya tidak begitu penting, kita tidak boleh terlalu
terpancing kepada istilah. Dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari
prinsip-prinsip  pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara

pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah

19 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, h.76.
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hasilnya."*

Mengenai pengertian resosialisasi Roeslan Saleh menyatakan
bahwa;*? Usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam
masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam
masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.

Kemudian Romli Atmasasmita memberkan batasan tentang resosialisasi
ini sebagai berikut: “Suatu proses interkasi antara narapidana, petugas
lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, ke dalam proses interkasi dimana
termasuk mengubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga ia akan
dapat dengan baik dan efektif”.*® Beradaptasi norma-norma dan nilai-nilai
yang berlaku dalam masyarakat.

Jelas inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku
narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh
masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan. Kemampuan dan motivasi
narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Dalam surat
Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10.13/3/1, tanggal 8
Februari 1985, dimana disampaikan suatu Konsepsi Pemasyarakatan sebagai
berikut. Pemasyarakatan adalah suatu proses, prose therapeuntie dimana si
narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam

keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan

yang negatif dengan masyarakat.

1 Suryobroto, B, Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta: Departemen

Kehakimann RI, 1972) h. 34.
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, (Jakarta:
Centara,1983) h. 62.
3Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, h.28.
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Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari
unsurunsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada
akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu
keutuhan dan keserasian hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi
yang merugikan (negatif).**

Dengan kata lain pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi
narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus
kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan salah
satu unsur yang menjalankan peranan penting sebagai pendorong, penjurus
dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga
mencapai tujuan dengan cepat dan tepat. Dalam seminar kriminologi ke |
tahun 1986 di Semarang, Bahroedin Soerjobro memberikan batasan mengenai
sistem pemasyarakatan, yaitu : “pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup,
kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara manusia dengan pribadinya,
manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan
keseluruhan, manusia dengan alamnya dan (dalam keseluruhan ini) manusia
sebagai makhluk Tuhan, manusia dengan khaliknya”.

Kemudian Bambang Poernomo  memberikan  batasan  sistem
pemasyarakatan Indonesia sebagai berikut :“Merupakan proses pemidanaan

yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk

“ Hernold fery, Perbuatan Merugikan Keuangan Negara. (Jakarta: PPKN 2014), h.96
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memasyarakatkan kembali narapidana yang diakui sebagai makhluk individu
sekaligus makhluk sosial”.*®

Titik pusat kegiatan pemasyarakatan tertuju pada pembinaan serta
bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana agar menjadi warga
masyarakat yang baik. Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan
eksistensi dari pemasyarakatan.

Pemasyarakatan sebagai salah satu penyenggara Negara yang mempunyai
tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum. Eksistensi Pemasyarakatan
sebagai instansi penegakan hukum telah secara tegas dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) sebagai Berikut: Pemasyarakatan adalah kegiatan
untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan
sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari
sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangakan dalam Pasal 1
butir 2 Bab | Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995
tentang pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyaraktan adalah:
Suatau tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dimaksud dengan sistem
pemasyarakatan adalah; Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara
pembinaan Warga Negara Pemasyarakatan berdasarkan Pancasiala yang
dilandaskan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat

untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari

®Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, h.28.
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kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik
dan bertanggung jawab.®

Tujuan diselenggarakanya sistem Pemasayarakatan Pasal 2 Undang-
Undang 12 Tahun 1995 adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup
secara wajar sabagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab,
memberikan jaminan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan
Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka mempelancar
proses penyelidikan, penunututan dan pemeriksaan di sidang pengadilan,
memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara
serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang dinyatakan dirampas
untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.'” Yang dimaksud dengan “agar
menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan
anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dan
sesamanya, dan manusia dan lingkunganya.

Fungsi sistem pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan

Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,

18Suryobroto, B, Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta: Departemen Kehakiman
RI, 1972) h. 39.

17 Suryobroto, B, Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta: Departemen Kehakiman
RI, 1972) h. 37.
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sehingga dapat berperan lagi sebagai anggota 30 masyarakat yang bebas dan
bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi dengan sehat”
adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan
masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa: Petugas
pemasyarakatn merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang
melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan
warga binaan pemasyarakatan. Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal
dari gagasan almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Mentri
Kehakiman Republik Indonesian yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan
sebelumnya disebut sebagai ‘“Rumah Penjara” menjadi “Lembaga
Pemasyarakatan”. Sehingga maksud dan tujuan dari munculnya istilah
pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya tikad balik yang tidak hanya
berfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga
lebih berorientasi pada bagaimana membina agar kondisi narapidana yang
bersangkutan nantinya akan lebih baik. Ide Pemasyrakatan bagi narapidana,
dikemukakan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembahruan dalam
dunia kepenjaraan sebagai berikut:

a. Tiap orang adalah manusia dan arus diperlakukan sebagai manusia;
b. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar

masyarakat;
c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.*®

¥k oesnan, R.A. Politik Penjara Nasional, (Bandung: Sumur Bandung, 1961) h.8.
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Istilah “pemasyarakatan” ini mengandung tujuan tertentu yaitu adanya

didikan, bimbingan terhadap narapaidana dan pada akhinya nanti kembali

kemasyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguana. Menurut Undang-

Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 5 bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan

dilandaskan berdasarkan asas:

P00 oW

Pengayoman;

Persamaan perlakuan dan pelayanan;

Pendidikan;

Bimbingan;

Penghormatan harkat dan mertabat manusia;

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-
orang tertentu.

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam

tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu

(integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarakata baik

ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dari suatu rangkaian proses

penegakan hukum. Adapun fungsi pemasyarakatan menurut Peraturan Menteri

Hukum dan HAM No.M.H./050T.01.01 Tahun 2011 Pasal 3 Melakukan

pembinaan narapidana/anak didik antara lain

a.

b.
C.

d.

Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil
kerja

Memberikan bimbingan social/kerohanian narapidana/anak didik;
Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga
pemasyarakatan;

Melakukan urusan tata usaha rumah tangga.

C. Teori Remisi

1.

Pengertian Remisi

a. Menurut Terminologi
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Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu remission
yang berarti pengampunan.” Dalam kamus lengkap bahasa indonesia
kata remisi di artikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman
yang diberikan kepada orang yang di hukum.?

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6, disebutkan secara jelas bahwa
remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan
kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang
di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.?

Sedangkan aturan yang membahas khusus masalah remisi yaitu
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak
memberikan pengertian remisi secara jelas, disana hanya di katakan
dalam pasal 1:

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara

sementara dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila

yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidanal”.22

Yang di maksud berkelakuan baik ialah narapidana yang menaati

peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang

19 Andreas Halim, Kamus Lengkap 10 Milyar (Surabaya: Sulita Jaya, 1999), h. 277.

%% Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Media Centre, 2012), h. 453.

2! presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Rl No. 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1.

22 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung:Refika
Aditama, 2006),h. 133.
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dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang di

perhitungkan untuk pemberian remisi.

c. Menurut Pendapat Ahli

1) Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan
hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup
menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17
Agustus.?

2) Menurut C.1. Harsosno, remisi atau pengurangan hukuman selama
narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke
waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah,
artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada
warga binaan pemasyarakatan.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya
yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini
menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas
LAPAS terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan
sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan
yang sangat strategis sebab, apabila narapidana berkelakuan baik
(yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak

dapat diberikan remisi.

2% C.1. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 25.



31

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan
bahwa remisi merupakan hak narapidana untuk di berikan
pemotongon atau pengurangan hukuman dengan syarat
berkelakuan baik dan menaati peraturan yang di tentukan oleh
Ditjen LAPAS selama menjalani masa hukuman.

2. Tujuan Pemberian Remisi Dalam Sistem Pembinaan Narapidana
Remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk

membina siri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem
pemasyarakatan, bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh
pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem pemasyarakatan remisi
di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana.Artinya apabila
narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati
peraturan selama menjalani masa pidana maka narapidana mendapatkan
haknya untuk di berikan remisi. Pemberian remisi selain untuk
memberikan motivasi kepada para narapidana/anak pidana agar selalu
berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

a. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak
pengaruhnya dalam menekan tingkat frustasi. Boleh dikata pemberian
remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan
tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat
mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di
dalam Lapas/Rutan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan

lainnya.
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b. Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu
berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat
dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan
baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa
hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu
tahun). Disini pengkondisian perilaku positip dilakukan secara
berkesinambungan.

c. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepaa
narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup,
banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di
lapas/rutan. Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has dalam
bukunya Pengantar Penologi, pelarian dan kerusuhan yang terjadi di
Lapas/Rutan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi
narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini,
biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.

d. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang dijamin
undangundang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan,
sepanjang narapidna berkelakuan baik tanpa membedakan
penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian

remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi
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manusia.?* bisa dimengerti apabila upaya pemberian remisi ini, di satu
sisi secara psikologis negara mengupayakan agar seseorang
terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku
positif. Sedangkan disisi lain, mengusahakan agar seseorang tidak
terkena proses sosialisasi budayapenjara, antara lain dengan cara
memberi potongan hukumannya.
3. Bentuk-Bentuk Remisi
Bentuk-Bentuk Remisi Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3
Keputusan Presiden Rl No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal
jenis/bentuk-bentuk remisi yaitu:
a. Remisi Umum
Remisi umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan
proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.?
b. Remisi Khusus
Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar
keagamaan yang dianut oleh narapidana dan Anak Pidana yang
bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih
dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih
adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang

bersangkutan.

**Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, h.131.

»Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang remisi, asimilasi,
pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi  keluarga (Jakarta), h. 7.
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Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham dan
Perundangundangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun
1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun
1999, pasal 3 ayat (2) di